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Abstract

Tannggung Ranteng is another form of collateral which is realized in the form of mutual
cooperation between fellow members who have difficulty paying their loan installments. This study
Sfocuses on the economic resilience of KSPP member families, namely looking at where the family
lives, family income, funding for children's education, family financial security. Escamining how it
is implemented and also the implications of Tanggung Renteng for SPP members. The type of
research used by the anthor is Qualitative Research. The methods used are observation, interviews
and documentation. The results of the implementation of Tanggung Renteng in KSPP aim to
dedicate members so that they are not offen in arrears in payments because it affects the
sustainability of the group. The group's growth provides security for the future. Among them is a
Pplace to live, group members succeeded in repairing (rebabilitating) the house from one that
previously had no toilet, plank walls, cement floors, to a better one. On the other hand, members
are also able to build a good residence, meaning that the residence has proper walls and facilities,
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gradually. Guarantee in members' family income. The education of the children of group members
provides certainty from the efforts made by the members. Group members have implemented 12
years of compulsory edncation for their children and some group members are able to pay for their
children's education up to university, as well as providing family financial security. The
implications of implementing Tanggung Renteng in women's savings and loan groups provide
guarantees for the growth of the SPP group for the future and for the family's economic resilience,
including the gnarantee of members' residence in family income. Ability to finance children's
edncation. Family financial guarantees from SPP members, then health gnarantees for all SPP
group menbers.

Keywords: Tanggung Renteng, Women's S avings and Loans, Family Economic Security

Abstrak

Tanggung renteng merupakan salah satu bentuk jaminan yang diwujudkan dalam
bentuk gotong royong antar sesama anggota yang mengalami kesulitan dalam
membayar angsuran pinjamannya.Penelitian ini fokus pada ketahanan ekonomi
keluarga anggota KSPP yaitu melihat tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga,
pendanaan pendidikan anak, keamanan finansial keluarga. Menelaah cara
pelaksanaannya dan juga implikasi tanggung jawab bersama bagi anggota SPP. Jenis
penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kualitatif. Metode yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penerapan
tanggung jawab bersama di KSPP bertujuan untuk mendedikasikan anggotanya
agar tidak sering menunggak pembayaran karena berdampak pada keberlangsungan
kelompok. Pertumbuhan grup memberikan keamanan untuk masa depan.
Diantaranya adalah tempat tinggal, anggota kelompok berhasil memperbaiki
(merehabilitasi) rumah dari yang sebelumnya tidak memiliki toilet, dinding papan,
lantai semen, menjadi lebih baik. Di sisi lain, anggota juga mampu membangun
tempat tinggal yang baik, artinya tempat tinggal tersebut memiliki tembok dan
fasilitas yang baik secara bertahap. Jaminan pendapatan keluarga anggota.
Pendidikan anak anggota kelompok memberikan kepastian dari usaha yang
dilakukan anggotanya. Anggota kelompok telah menerapkan wajib belajar 12 tahun
bagi anak-anaknya dan sebagian anggota kelompok mampu membiayai pendidikan
anaknya hingga perguruan tinggi, serta memberikan jaminan keuangan keluarga.
Implikasi dari penerapan tanggung jawab bersama pada kelompok simpan pinjam
perempuan memberikan jaminan bagi tumbuh kembang kelompok SPP di masa
depan dan bagi ketahanan ekonomi keluarga, termasuk jaminan tempat tinggal
anggotanya dalam pendapatan keluarga. Kemampuan membiayai pendidikan anak.
Jaminan finansial keluarga dari anggota SPP, kemudian jaminan kesehatan seluruh
anggota kelompok SPP.

Kata kunci: Tanggung Renteng, Simpan Pinjam Perempuan, Ketahanan Ekonomi
Keluarga

1. PENDAHULUAN
Perekonomian yang berbasis pada tenaga manusia, khususnya kegiatan perekonomian, dapat
membuka banyak peluang partisipasi masyarakat sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan
dan berkembang secara efektif (Hesmawati Fifi, 2018). Pembangunan ekonomi dilakukan “atas
nama rakyat”, setiap sistem perekonomian dapat digolongkan sebagai model ekonomi massal
(Vesely et al., 2015). Menurut Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia dibentuk sebagai
suatu usaha patungan yang didasarkan atas asas kekeluargaan (Mohamad, 2018). Kelompok usaha
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tunggal adalah kelompok yang bergerak pada satu sektor saja dalam suatu bidang usaha, yaitu
pertambangan. sektor kredit atau manufaktur. Koperasi multisektor adalah organisasi
pembangunan yang beroperasi di berbagai bidang seperti pembelian dan penjualan (Swasono Sri-
Edi, 2015).

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis kelompok, antara lain kelompok pesantren, kelompok
simpan pinjam, dan sekolah (Gongalves et al., 2021). Seperti halnya Kelompok Perempuan
Simpan Pinjam (KSPP), pembentukan kelompok di masyarakat dilakukan untuk menunjang taraf
hidup masyarakat (Statistik, 2018). Tujuan dibentuknya kelompok ini tidak lepas dari peningkatan
perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan organisasi-organisasi yang
bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memajukan
kesejahteraan hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari (Rukmana, 2021)

Kelompok ini menekankan pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat setempat (J et
al., 2015). Organisasi ini dibentuk dan didirtkan dengan tujuan untuk menjadi pusat kegiatan
perekonomian daerah, menyalurkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengawasi
kegiatan perekonomian lainnya (Parthasarathy et al.,, 2014). Banyaknya individu yang tergabung
dalam kelompok ini membuktikan keberhasilan kelompok ini dalam memberikan layanan yang
diminta masyarakat schingga meningkatkan kualitas layanan tersebut. Beberapa keinginan
masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan perckonomian berkaitan dengan gagasan untuk
menggunakan suatu jasa atau bergabung dengan suatu kelompok sehingga menimbulkan
permasalahan yang harus diselesaikan oleh suatu kelompok (Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan
Ranah Pesisir)

Penanganan Dana Bergulir Masyarakat oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)(Eka Wahyu,
Hellen Monica, 2023). Disetiap kecamatan telah berjalan cukup baik. Dari 15 UPK Dana Bergulir
Masyarakat yang ada di Kab. Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
dikelola oleh UPK dan jumlah aset yang dikelola pada tahun 2022 sebesar Rp. 49 Miliar lebih
yang tersebar di 15 UPK se-Kabupaten Pesisir Selatan (DPM Website of Pesisir Selatan Regency,
accessed 22 February 2023).

Melalui program pembangunan, harmonisasi sistem, struktur program dan proses, Program
Mandiri Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM), yaitu program pengentasan kemiskinan
nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dapat tercapai. Program ini memberikan
dukungan finansial dan insentif untuk mendukung inisiatif dan gagasan masyarakat dalam upaya
pengentasan  kemiskinan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi permasalahan guna meningkatkan kualitas
hidup, kemandirian dan kesejahteraan (Materi Grand Strategi Nasional PNPM).

KSPP disini merupakan bagian dari program PNPM yang dilaksanakan oleh unit pengelolaan
kegiatan kecamatan (UPK) (Nesadurai, 2012). Diberikan kepada kelompok perempuan di rumah
tangga miskin. Tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan modal agar
perempuan dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. (entrepreneurship) (Sunarti et al.,
2021). Dalam proses peminjamannya, kelompok Simpan Pinjam Perempuan menerapkan pada
seluruh kelompok pelaksanaan “Tanggung Renteng”. Implementasi Tanggung Renteng ini adalah



Ira Suamrni, Faisal Efends, Mardianton, Mubammad Fanzi

seluruh KSPP yang bergabung mempunyai tanggung jawab yang sama, artinya semua kelompok
harus saling membantu jika salah satu kelompok mengalami kesulitan (Stanczyk, 2019).

Menurut RS selaku pengurus Kelompok Simpan Pinjam (SPP) Perempuan, Tanggung
Renteng ini merupakan salah satu bentuk kepedulian antar sesama kelompok, agar kelompok
tersebut tidak mempunyai masalah keuangan, sehingga solusi yang paling tepat adalah Tanggung
Renteng, jika kelompok anggota mengalami tunggakan pembayaran maka kelompok lain harus
membantu anggota yang mengalami tunggakan, tujuannya untuk menghindari defisit anggaran
pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Interview, 2023).

Pada tahun 2017 terdapat 131 kelompok simpan pinjam perempuan di Kecamatan Ranah
Pesisir, pada tahun 2018 terdapat 117 KSPP, dan pada tahun 2022 hingga saat ini terdapat 84
kelompok yang tersebar di 10 Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, setiap kelompok harus
memiliki 10- 15 anggota per kelompok. Kemudian besarnya pinjaman yang diterima masing-
masing kelompok sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan ke UPK kecamatan dan
kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan. Usaha yang diusulkan oleh kelompok
biasanya digunakan untuk berwirausaha, seperti: Perdagangan, Peternakan, Peternakan, dan
Nelayan. Rata-rata jumlah pinjaman yang diterima kelompok secara keseluruhan berkisar antara
100 juta hingga 150 juta, sesuai dengan kebutuhan kelompok dan besarnya pinjaman yang
diterima anggota. Untuk anggota jumlah pinjaman yang diterima berbeda-beda, untuk anggota
baru bergabung pinjaman yang diterima hanya 2 juta, sedangkan untuk anggota yang sudah lama
bergabung (kurang lebih 3 tahun) pinjaman yang diterima maksimal 10 juta (UPK Ranah Pesisir
District). Aset yang dimiliki saat ini sekitar tiga miliar (3 miliar) lebih. Secara tahunan, rata-rata
surplus simpanan dan pinjaman perempuan adalah sekitar 300 juta (Data Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan, 2022). Namun pengaruh yang dihasilkan oleh Kelompok Simpan Pinjam
Perempuan (KSPP) belum diketahui secara eksplisit, masih banyak hal yang belum dapat
ditentukan.

Keluarga yang kuat atau tangguh memiliki akses terhadap uang dan sumber daya yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses terhadap makanan, air bersih, layanan
kesehatan, perumahan, integrasi sosial, dan waktu luang (Frankenberger, 1998). Apabila suatu
keluarga memenuhi syarat-syarat berikut, maka keluarga tersebut dikatakan memiliki ketahanan
keluarga yang tinggi: 1) Ketahanan sosial, yang mengedepankan nilai-nilai agama, komunikasi
efektif, dan komitmen keluarga yang kuat; 2) ketahanan psikologis, yang meliputi kemampuan
menghadapi permasalahan non fisik; dan 3) ketahanan fisik, yang mencakup pemenuhan
kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Bloom et al., 2010).

Pembayaran kewajiban anggota secara rutin dan pelaksanaan sistem Tanggung Renteng yang
tidak terpenuhinya kewajiban ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok, maka aset
yang dimiliki SPP lebih aman dan terkendali (Skinner et al., 2010). Penerapan sistem Tanggung
Renteng juga memperbaiki sikap dan perilaku anggota (Hayes, 2019). Penerapan sistem Tanggung
Renteng membentuk sikap dan perilaku anggota, membentuk kebersamaan, kejujuran,
keterbukaan, disiplin, dan tanggung jawab (Regina et al., 2021). Menurut Peraturan Menteri PPPA
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga, pengertian ketahanan dan
kesejahteraan keluarga meliputi: (1) Landasan Keutuhan dan Keutuhan Keluarga; (2) Ketahanan
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Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Sosial Psikologis; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya.
Dengan demikian, kelima elemen tersebut di atas akan dimasukkan ke dalam lima dimensi—yang
disebut demikian—ryang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga. Berdasarkan Peraturan
Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, derajat
ketahanan keluarga dievaluasi untuk setiap dimensi melalui sejumlah indikator yang relevan secara
fungsional, yang kemudian dijabarkan ke dalam variabel lain. Setelah grafik singkat di bawah ini,
akan disajikan lebih detail mengenai dimensi, faktor, dan indikator ketahanan keluarga yang
digunakan (Susana, 2016).

3 Variabel: 3 variabel:
1. Kepedulian sosial 1. Landasan legalitas
(1 indikator) (2 indikator)
2. Keeratan sosial 2. Keutuhan keluarga
(1 indikator) . (1 indikator)
3. Ketaatan beragama _I_) 3. Kemitraan gender
(1 indikator) {4 indikator)
L‘ 3 Variabel:
e Dimensi 2 1. Kecukupan
pangan dan gizi
KETAHAMNAN (2 indikator)
KELUARGA 2. Kesehatan
= keluarga
{1 indikator)
3. Ketersediaan
lokasi tetap
Ketahanan untuk tidur
ElS (1 indikator)
2 Variabel: 4 Variabel:

1. Keharmonisan keluarga 1. Tempat tinggal keluarga (1 indikator)
(2 indikator) 2. Pendapatan keluarga (2 indikator)

2. Kepatuhan terhadap 3. Pembiayaan pendidikan anak [2 indikator)
hukum (1 indikator) 4. laminan keuangan keluarga (2 indikator)

Gambar 1. Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga
SUMBER : Kementerian PPPA, Pembangunan Ketahanan Kelnarga 2016
Fokus penulis dalam hal ini adalah ketahanan ekonomi, khususnya mengkaji dinamika
keluarga, pendapatan, pendanaan pendidikan anak, dan stabilitas keuangan dalam keluarga.
(Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013). Dari uraian yang telah disampaikan, untuk
mengetahui lebih mendalam diperlukan penelitian lebih lanjut.

. KAJTIAN LITERATUR

Tanggung jawab bersama merupakan salah satu bentuk jaminan yang diwujudkan dalam
bentuk gotong royong antar anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran
pinjamannya. Beberapa studi empiris telah dilakukan dan memiliki korelasi positif baik bagi
kelompok peminjam maupun lembaga keuangan (Suwangsih, 2020). Penelitian empiris lain terkait
Tanggung Renteng menunjukkan bahwa terkadang penerapan Tanggung Renteng tidak
berbanding lurus dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana (Afriansyah et al.,
2022).

Ketika membahas Commanditaire Venootschap (CV), istilah ‘“Tanggung Renteng”
(hoofdelijkheid) pertama kali digunakan dalam tradisi perdagangan dan kemudian dikodifikasikan
dalam Hukum Dagang (Wet Boek van Koophandel) (HIGASHI et al., 2017). Dasar transparansi
dan rasa saling percaya, Tanggung Renteng merupakan bentuk tanggung jawab bersama antar
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anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi (Acheson, 2009). Semua anggota
kelompok akan bertanggung jawab atas akibatnya jika salah satu dari mereka tidak normal atau
tidak sehat (Mardliyyah & Ryandono, 2020)

Dalam perkembangannya, sistem Tanggung Renteng ini terus mengalami perbaikan, tidak
hanya berupa komitmen, namun juga adanya berbagai jenis simpanan seperti simpanan wajib,
simpanan pokok, dan simpanan sukarela (Spencer & Komro, 2017). Berbagai jenis simpanan
tersebut dapat digunakan oleh UPK ketika ada anggota kelompok yang menunggak, sehingga
dalam prosesnya pertanggungan tidak jatuh pada seluruh anggota kelompok melainkan pada yang
menunggak itu sendiri dan dapat ditutupi dari tabungan yang dimilikinya (Krauss et al., 2020).
The rules regarding savings are usually regulated in the group's Articles of Association (AD-
ART), which in one of the articles states the obligation to have savings when becoming a
member of the group (Setiawan & Farug, 2019).

Kata resiliensi berasal dari bahasa Latin “resilire” yang berarti “melompat mundur” mengacu
pada kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dengan cepat dari konsekuensi masalah yang
dihadapinya (Svyrydenko & Tulowiecki, 2018). Ketahanan ekonomi keluarga merupakan suatu
kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan pulih dari sumber
permasalahan dalam aspek ekonomi (Briguglio, 2006). Ketahanan ekonomi mencakup
peningkatan pendapatan keluarga dan memungkinkan keluarga menghadapi kemerosotan
ekonomi. Ketahanan ekonomi keluarga, sebagaimana didefinisikan oleh BIS (2016), adalah
kapasitas sebuah keluarga untuk menahan guncangan dan permasalahan ekonomi yang negatif
serta memitigasi dampak ketidakseimbangan keuangan.(Center for Local Economis Strategis
(CLES)., 2016).

Ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan mengatasi
tekanan demi tekanan pada masa kini dan masa depan (Sugarman et al., 2010). Keluarga tangguh
akan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan
konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh
anggota keluarga (Stellmacher & Kelboro, 2019). Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep
holistik yang memadukan alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumber daya,
strategi coping dan “penilaian” (Mondal et al., 2009). Ketahanan keluarga merupakan suatu
proses dinamis bagi keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya yang datang dari
luar dan dalam keluarga (Suza et al., 2021). Konsep ketahanan keluarga Indonesia menjelaskan
tentang ketahanan keluarga (Houseknecht & Aal, 1998), menyangkut kemampuan keluarga dalam
mengelola permasalahan yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimilikinya untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya (Sartono & Respati, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan sistem, hal ini diukur dan mempertimbangkan proses
(manajemen keluarga, kesalahan keluarga, mekanisme penanggulangan), serta komponen
masukan (sumber daya fisik dan non-fisik), output (pemuasan kebutuhan psikologis dan fisik)
(Smith & Smith, 2015). Ketahanan keluarga merupakan gagasan komprehensif yang
mengintegrasikan proses berpikir suatu sistem, dimulai dari tingkat ketahanan sumber daya,
mekanisme coping, dan “rasial”. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dipahami sebagai proses
penyesuaian diri yang sehat secara psikologis terhadap kesulitan. Menurut Petterson (2002),
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keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mengintegrasikan unsur-unsur protektif dan reparatif
seperti optimisme, spiritualitas, harmoni, fleksibilitas, komunikasi, pengelolaan uang, waktu
senggang, rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial. Hal ini semakin mendukung gagasan bahwa
ketahanan keluarga merupakan sebuah kontinum, artinya tingkat ketahanan suatu keluarga dapat
berbeda-beda tergantung pada keadaan (Bank for International Settlements, 2016).

Dimensi ketahanan perekonomian digambarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh)
indikator, yaitu pertama, Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator
yaitu: Kepemilikan Rumah. Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan
tempat tinggal tersebut. Agar berpotensi mampu mewujudkan keluarga dengan tingkat ketahanan
keluarga yang lebih tinggi, keluarga yang telah memiliki rumah sendiri menandakan telah
terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, keluarga yang tinggal di rumah
sendiri diperkirakan memiliki tingkat keamanan finansial yang lebih tinggi dibandingkan mereka
yang tinggal di properti sewaan (Brucker & Houtenville, 2014).

Kedua, variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan
Per Kapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga. Pentingnya pendapatan keluarga
dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga terutama difokuskan pada seberapa memadai
pendapatan tersebut. dimana penilaian obyektif dan subyektif mengenai kecukupan pendapatan
sebagai salah satu komponen ketahanan ckonomi keluarga digabungkan. Premis penilaian
pendapatan obyektif adalah bahwa keluarga dengan pendapatan per kapita lebih tinggi akan lebih
aman secara finansial. Sebaliknya, penilaian pendapatan subyektif memberikan bobot yang lebih
besar pada seberapa puas keluarga tersebut dengan uang yang mereka hasilkan. Hal ini berarti
bahwa keluarga diharapkan memiliki keamanan finansial yang lebih besar jika mereka yakin bahwa
pendapatan mereka cukup atau bahkan lebih besar dari apa yang mereka perlukan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nam et al., 20106).

Ketiga, kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak
merupakan dua (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pembiayaan pendidikan
anak. Ketahanan keluarga yang kuat dapat dihasilkan dari keluarga yang mampu membiayai
pendidikan anak-anaknya schingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.
Keluarga-keluarga ini dianggap lebih tangguh secara ckonomi. Sebaliknya, adanya anggota
keluarga yang putus sekolah lebih awal merupakan pertanda adanya kesulitan keuangan dalam
keluarga; Meskipun kesulitan keuangan tidak selalu menjadi alasan untuk meninggalkan sekolah
lebih awal, hal ini tetap berdampak pada rendahnya ketahanan keluarga. Dengan kata lain,
keluarga yang tidak memiliki anak putus sekolah mempunyai kapasitas untuk menunjukkan
tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Keluarga dengan kondisi keuangan yang kuat harus dapat
memastikan bahwa semua anggotanya menerima pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang
bolos sekolah (Hancinsky et al., 2020).

Keempat, variabel Ketahanan Finansial Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu:
Tabungan Keluarga dan Jaminan Kesehatan Keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu
mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa depan.
Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di kemudian hari menjadi
salah satu variabel yang membangun ketahanan ekonomi keluarga. Salah satu jaminan tersebut
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adalah memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selain itu, asuransi terhadap risiko juga
dapat berupa asuransi kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan
ekonomi keluarga jika memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui
kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Askes/ASAbri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI,
Jamkesda, asuransi swasta, serta asuransi kesehatan. asuransi datri perusahaan/kantor (Venner,
1997).

. METODO PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Dunn, 2009; Fauzi & Fauzan, 2022), dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Data penelitian dikumpulkan dari
sumber primer berupa wawancara mendalam terhadap informan secara tidak terstruktur.
Informan penelitian yang diwawancarai diambil secara Snowball Sampling (Sugiyono, 2018). Selain
itu juga mengumpulkan data sekunder berupa buku, artkel jurnal, dan lainya sesuai dengan tema
penelitian ini (Agustiari & Fauzi, 2021; Arzam et al, 2023). Dalam penelitian ini sebelum
melakukan uji analisis data terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan
data menggunakan teknik Triangulasi sehingga akan tetlihat benang merah dan/atau hasil yang
lebih baik (Fauzi & Kurniawan, 2023). Setelah dilakukan pengujian keabsahan data tersebut,
selanjutnya dilakukan tahap analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman
meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Sugiyono, 2018).

. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan materi keluarga untuk hidup mandiri
dan tumbuh sebagai satu kesatuan, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya (UU Nomor
52 Tahun 2009). Ketahanan keluarga adalah kemampuan sistem keluarga untuk beradaptasi dan
menstabilkan diri setelah diganggu oleh tantangan dan permasalahan (Axinn & Levin, 1979).
Ketahanan keluarga juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang digunakan suatu keluarga untuk
mempertahankan diri terhadap anggota keluarga lainnya ketika menghadapi tantangan atau
permasalahan (Swasono Sri-Edi, 2015). Ketahanan keluarga merupakan proses regulasi yang
mengembalikan keseimbangan sistem dinamis akibat gangguan dan tantangan yang dihadapi
keluarga (Setiawan & Farugq, 2019).

Kemampuan materi keluarga ini dapat diartikan sebagai kemampuan mereka dalam
mengatasi kesulitan keuangan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki (Fauzi &
Kurniawan, 2023; Hulwati, 2022). Oleh karena itu, akan dibahas beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi suatu keluarga terkait dengan ketahanan ekonomi
(Setiawan & Faruq, 2019). Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain:

SPP Tempat Tinggal Keluarga Anggota

Dari permasalahan pokok mengenai rumah (pengurus) anggota SPP, penulis memperkuat
data yang ada melalui ketua kelompok di masing-masing Nagari, sechingga hasil wawancara yang
penulis temukan dengan ketua kelompok adalah: Bahwa anggota kelompok membuka usaha dari
pinjaman yang diberikan oleh UPK SPP. Berdasarkan data yang ada, dari 300 lebih anggota
kelompok tersebut, terdapat 100 anggota yang sudah mampu memperbaiki rumah tempat
tinggalnya. Sedangkan anggotanya menggunakan modal pinjaman yang disediakan partai. UPK
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dengan membuka usaha-usaha kecil seperti membuka usaha konter (jualan pulsa), usaha sarapan
pagi dan juga yang menggunakan modal perikanan (tambak udang, tambak lele dan jaring laut).
Dengan upaya ini, anggota kelompok dapat memperbaiki rumah tempat tinggalnya (Wawancara,
Ketua Kelompok SPP).

Pada variabel mengenai tempat tinggal keluarga anggota kelompok, penulis menemukan
bahwa: anggota kelompok berhasil memperbaiki (merehabilitasi) rumahnya menjadi lebih baik
atau layak huni. Sebaliknya, ada pula anggota yang mampu membangun rumah bagus secara
bertahap. Artinya meskipun sebagian besar anggota hanya mampu merehabilitasi tempat
tinggalnya, namun berarti SPP berhasil memberikan pertumbuhan keluarga dari segi Pengurus
(tempat tinggal keluarga).(Center for Local Economis Strategis (CLES)., 2016) Salah satu faktor
yang menumbuhkan ketahanan ekonomi adalah tempat tinggal anggota keluarga yang ditunjukkan
dengan status kepemilikan suatu rumah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur
ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya
dan berpotensi menciptakan unit keluarga yang lebih berketahanan, rumah tangga yang memiliki
tempat tinggal telah mampu memenuhinya (Harris & Parisi, 2008).

Kepemilikan hunian akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan hunian.
Diperkirakan bahwa rumah tangga yang tinggal di bangunan milik pribadi akan menikmati
stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki bangunan
milik pribadi. Rumah tangga anggota SPP sebagian besar telah menempati bangunan tempat
tinggalnya sendiri (95,05%), sedangkan sisanya menempati bangunan tempat tinggal dengan
membayar kontrak atau sewa, kost (bebas sewa), dan lain-lain (05,54%). Apabila sebuah keluarga
dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai potensi maksimalnya, maka keluarga
tersebut akan memiliki resiliensi. Kecukupan dan kesinambungan akses terhadap sumber daya
dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti memiliki perumahan yang layak,
disebut sebagai ketahanan keluarga. Pada tahun 2016, (Cahyaningtiyas dkk). Ketahanan keluarga
juga mengacu pada kapasitas keluarga dalam mengelola permasalahan dan sumber daya secara
efektif guna mencapai kesejahteraan. Kapasitas keluarga untuk bertahan menghadapi kesulitan
dan mempertahankan kemandiriannya dikenal sebagai ketahanan keluarga (Sunarti, 2001).

Tabel 1. Hasil Wawancara
No. | Nama | Posisi | Nama Tempat Tinggal | Kondisi Tempat
Inisial Kelompok | sebelum menjadi | Tinggal setelah menjadi
anggota SPP anggota SPP
1 Y anggota | Nyiur Dinding rumah | Dinding rumah permanen,
Melambai permanen, lantai semen, | lantai  keramik, kamar
Pelangai kamar mandi/sumur luar | mandi, toilet ada di dalam
(Riak rumah rumah
Gelombang)
2 K anggota | Pasia Rumah berdinding | Rumah berdinding
Pelangai papan  somel, lantai | permanen, kamar mandi
(Kato saiyo) | semen  kasar, masih | dan toilet ada di dalam
menggunakan sumur rumah
3 EN anggota | Sungai Rumah Semi Permanen, | Rumah berdinding GRC,
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Tunu Utara | Kamar mandi/sumur | berlantai semen, sumur
(Talang terpisah di luar rumah, | sudah diinjeksi
sepakat) lantai semen

Pendapatan Keluarga Anggota SPP

Kecukupan pendapatan sebagai salah satu komponen stabilitas keuangan keluarga akan
diukur dengan menggunakan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator
obyektif akan melihat kecukupan pendapatan dengan pendapatan per kapita rumah tangga (Axinn
& Levin, 1979). Rumah tangga dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dianggap lebih
tahan terhadap krisis ekonomi. Sebaliknya, indikator subjektif akan menilai kecukupan rumah
tangga dengan mempertimbangkan sejauh mana pendapatan rumah tangga dianggap cukup untuk
memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga yang percaya bahwa pendapatan mereka dapat memenuhi
atau melebihi kebutuhan hidup sehari-hari juga lebih tahan terhadap krisis ekonomi.

Pembahasan ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan
penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang
dilakukan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Keluarga Per Kapita
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan KPPPA bersama LPPM-IPB tentang

ketahanan keluarga, batas minimal pendapatan per kapita per bulan adalah Rp 250.000,00.
Artinya, rumah tangga yang pendapatan per kapita per bulannya lebih dari Rp250.000,00 lebih
berketahanan ekonomi dibandingkan rumah tangga yang pendapatan per kapita per bulannya
kurang dari Rp250.000,00. Pada subbab ini pendapatan per kapita rumah tangga per bulan
diproksikan dengan pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan yang terbagi dalam empat
kelompok, yaitu Kelompok I yaitu rumah tangga yang pengeluaran per kapita per bulannya
kurang dari Rp 250.000,00; Golongan II Rp250.000,00 s/d Rp499.999,00; Kelompok III Rp.
500.000,00 hingga Rp. 749.999,00; dan Golongan IV lebih dari Rp750.000,00. Informasi
pengeluaran per kapita per bulan diperoleh dari hasil Modul Konsumsi Susenas yang meliputi
pengeluaran makanan dan non makanan.

Penerapan sistem Tanggung Renteng dalam menaikkan biaya pendidikan memberikan
dampak yang luar biasa. Karena sistem Tanggung Renteng sudah mendarah daging dan
diterapkan sejak awal. Hakikat sistem Tanggung Renteng adalah upaya peningkatan kualitas
manusia melalui interaksi antar manusia. Dengan memanfaatkannya atas dasar keterbukaan, rasa
saling percaya dan berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia. Hal ini terlihat dari jumlah
anggotanya. yang semakin meningkat setiap tahunnya, sebagai berikut: (Interview, SPP Data
2023)

Tabel 2. Pertumbuhan/Tahunan Anggota Kelompok

Years Pasia Pelangai Nyiur Melambai Pelangai Sungai Tunu Utara
2021 +7% + 10% + 2%
2022 + 10 % +15% + 4%
2023 + 12 % + 17 % +5%
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Di antara ketiga ketua kelompok yang penulis wawancarai, ditemukan satu kelompok yang
anggotanya tidak banyak berkembang, dari segi pinjaman dan juga nilainya kurang, yaitu di Nagari
Sungai Tunu Utara. Karena sering menunggak pembayaran, maka tidak diperkenankan
menambah anggota kelompok. Analisis penulis menemukan dari pertumbuhan kelompok yang
disampaikan oleh masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan untuk masa depan.
Diantaranya adalah jaminan pendapatan keluarga anggota. Jika pertumbuhan anggota semakin
tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut dalam
kelompok.

Kecukupan Pendapatan Keluarga

Berbeda dengan bab sebelumnya, bab ini membahas kecukupan pendapatan rumah tangga
berdasarkan penilaian subyektif kepala rumah tangga atau pasangan mengenai besarnya
kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini penting karena ketahanan keluarga
yang mencakup kesejahteraan keluarga dapat dinilai secara obyektif dan subyektif. Penilaian
pendapatan subjektif memberikan bobot yang lebih besar pada tingkat kepuasan rumah tangga
terthadap uang yang mereka peroleh (Fauzi et al, 2021; Hulwati, 2022). Diasumsikan bahwa
evaluasi subjektif dan keadaan keuangan objektif keluarga akan mempunyai hubungan satu arah.
Hal ini menyiratkan bahwa tingkat kepuasan rumah tangga terhadap situasi keuangannya
meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa besar
kecilnya pendapatan rumah tangga berdampak pada penentuan apakah cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Proporsi rumah tangga yang merasa pendapatan rumah tangganya tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan kelompok
rumah tangga.

Seperti wawancara yang penulis lakukan terhadap masing-masing ketua kelompok, penulis
memperoleh penilaian bahwa diantara ketiga ketua kelompok yang penulis wawancarai adalah
anggota yang mengikuti SPP sudah mempunyai penghasilan yang cukup di keluarganya masing-
masing. Hal ini terlihat dari pendapatan yang diperoleh anggota kelompok yang mengalami
kemajuan dalam usahanya. Penulis menemukan dari pertumbuhan kelompok yang disampaikan
masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan masa depan. Diantaranya adalah
jaminan kecukupan anggota keluarga. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP
memberikan kecukupan ekonomi bagi keluarga anggota yang ikut dalam kelompok.

Pembiayaan Pendidikan Anak Anggota SPP
Terdapat wawancara yang penulis lakukan dengan anggota kelompok. Dalam hal ini penulis
melakukan wawancara terhadap beberapa anggota kelompok, ditemukan bahwa jawaban yang
diberikan dari berbagai anggota kelompok adalah sama. Hasil wawancara adalah:
Sebelum bergabung dengan SPP, anggota kelompok kesulitan untuk menanggung biaya pendidikan

anaknya, dengan membuka usaha yang disediakan oleh SPP biaya pendidikan anaknya mulai terbantu
(Interview, November 2023).

“Dulu saya sering meminjam ke tetangga untnk biaya sekolah anak saya, kadang saya meminjam fe
koperasi, namun bukannya mendapat bantuan lebibh, saya justru semakin kesulitan membayar cicilan
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yang telah ditetapkan karena bunganya sangat tinggi. Setelah bergabung dengan SPP, perekonomian
mulai terbantu dengan memnlai usaba yang diawasi olelh pengurns SPP. Sebaliknya bunganya tidak
terlaln tinggi, anggota diberikan pinjaman yang mereka perlukan sesuai dengan wusaba yang mereka
miliki” (Interview, November 2023).

“Begitu pula dengan kelompok Sungai Tunn Utara, pembiayaan sekolah anak tidak terlalu sulit untuk
dipikirkan, karena mereka terbantu dengan bergabung menjadi anggota SPP.” (Interview, November
2023).

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat
penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk
menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga karena dapat dijadikan sebagai
pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan
anak sebagai variabel pembentuk dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan
keluarga terdiri dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan membiayai pendidikan anak, dan (2)
keberlangsungan pendidikan anak.

Kemampuan Mendanai Pendidikan Anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan
minimal wajib pada jenjang pendidikan dasar (sederajat SD dan SMP) tanpa memungut biaya (UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN). Namun kebijakan gratis biaya sekolah hanya berlaku bagi
siswa yang bersekolah di SD atau SMP negeri, dan belum berlaku secara nasional. Di sekolah
tertentu masih terdapat biaya yang besarannya bervariasi dan ditentukan oleh komite sekolah.
Selain itu, sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya
siswa yang mempunyai nilai bagus saja yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri.
Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan ke sekolah swasta yang memerlukan
biaya lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri (Tamborini & Cupito, 2012).

Namun setelah anggota SPP bergabung menjadi anggota kelompok, tidak lagi terlalu sulit
memikirkan biaya sekolah anaknya, dengan usaha yang dijalankan oleh anggota mereka terbantu
dengan hasil yang diperoleh dari usahanya

Keberlanjutan Pendidikan Anak

Berlangsungnya pendidikan anak akan tergambar dari besarnya persentase rumah tangga
yang mempunyai anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah merupakan suatu
keadaan dimana seseorang pada usia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menyelesaikan jenjang
pendidikan yang sedang dijalaninya. Dalam hal ini, mereka yang telah menyelesaikan sekolah pada
suatu jenjang pendidikan tertentu namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tingei tidak termasuk dalam kelompok putus sekolah. Ketahanan finansial rumah tangga yang
kuat harus mampu menjamin seluruh anggota rumah tangga mendapat pendidikan serta tidak ada
anak yang putus sekolah.
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“Sejak adanya SPP ini perekonomian anggota kelompok mulai terbantu dan biaya sekolah anak anggota
kelompok tidak lagi tertunggak serta pendidikan anak anggota kelompok sudah sampai perguruan
tinggr” (Interview Ketua Kelompok SPP, November 2023).

Untuk memperjelas pendidikan anak anggota kelompok SPP, penulis membuat tabel yang
berisi data pendidikan anak anggota kelompok:

Tabel 3. Pendidikan Anak Anggota Kelompok

Education Level Pasia Pelangai Nyiur Melambai Pelangai Sungai Tunu Utara
SD 38 61 18
SMP/MTS 35 36 11
SMA 24 17 7

College 12 18 3

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masing-masing kelompok penulis,
ditemukan bahwa: SPP memberikan dampak yang baik bagi anggotanya. Di antara ketiga
kelompok tersebut, pendidikan anak-anak anggota kelompok memberikan kepastian dari upaya
yang dilakukan para anggotanya. Terlihat juga dari data yang diperoleh bahwa anggota kelompok
mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak anggotanya. Anggota kelompok
mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.

Jaminan Keuangan Keluarga Anggota SPP

Pembahasan ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan
penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang
dilakukan adalah sebagai berikut: Selain kecukupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ketahanan
ckonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian
tak terduga di masa depan. Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi
di kemudian hari menjadi salah satu variabel yang membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Jaminan terhadap risiko tersebut diukur dengan variabel jaminan finansial yang terdiri dari dua
indikator yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

Tabungan Keluarga

Penilaian suatu kelompok terhadap nilai dan volume produksi barang dan jasa dalam jangka
waktu tertentu berdasarkan berbagai indikator—seperti peningkatan pendapatan anggota,
pendapatan per kapita, lapangan kerja dibandingkan pengangguran, dan penurunan tingkat
kemiskinan—dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi anggota. Cara lain untuk berpikir tentang
pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses perbaikan keadaan ekonomi suatu kelompok yang
berkelanjutan. Ketika lebih banyak barang dan jasa diproduksi sebagai akibat langsung dari
aktivitas ekonomi warganya, maka perekonomian negara tersebut dianggap berkembang.
Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing anggota memungkinkan manajemen
membuat rencana ke depan untuk pertumbuhan di masa depan (Apridar, 2009).

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih
baik (Fauzi et al, 2021; Hulwati, 2022). Informasi terkait tabungan rumah tangga. Informasi yang
dikumpulkan mencakup akses keuangan rumah tangga, termasuk kepemilikan tabungan dan jenis
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tabungan. Namun dalam pembahasan kali ini tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga
dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu produk bank (tabungan biasa/deposito/giro), produk non
bank (koperasi/pos), dan lain-lain (simpanan di celengan/dll)..

“Rata-rata anggota kelompok mempunyai tabungan dalam bentuk tabungan biasa di bank, kemudian
sebalifnya anggota kelompok juga mempunyai tabungan dalam bentuk celengan di rumah. Karena
pendapatan anggota kelompok tidak begitu tingg:, maka anggota kelompok hanya mempunyai tabungan
biasa” (Interview, November 2023).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus SPP, dimana Pengurus SPP
merupakan pengurus inti yang berada diatas Ketua Kelompok. Dikatakannya, anggota kelompok
yang tergabung dalam SPP hanya mempunyai simpanan biasa yaitu simpanan di bank dan juga
simpanan dalam bentuk celengan. Beliau juga memberikan data base anggota kelompok yang
memiliki berbagai jenis tabungan yaitu:

Tabel 4. Jenis Tabungan Anggota Kelompok SPP

Nama Saving Pasia Pelangai | Nyiur Melambai | Sungai Tunu Utara
No Pelangai

Otrdinary Savings at the Bank 85 % 95 % 70 %o
1

Deposit 0% 0% 0%
2

Giro 0% 0% 0%
3

Koperasi 20 % 50 % 10 %
4

Pos 0% 0% 0%
5

Home Piggy Bank Savings 95 % 98 % 75 %
6

Sumber: Data UPK Kecamatan Ranah Pesisir

Pada penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa anggota kelompok SPP rata-rata sudah
memiliki tabungan di bank, namun hanya menabung untuk kebutuhan sehari-hari dan transaksi.
Namun bisa dikatakan seluruh anggota sudah mempunyai tabungan pribadi berupa celengan di
rumah. Artinya anggota kelompok mempunyai jaminan tabungan di masa depan, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.

Asuransi Kesehatan Keluarga

Kepemilikan berbagai asuransi, termasuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, merupakan
salah satu ukuran stabilitas keuangan. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S),
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan menawarkan berbagai program jaminan sosial di
bidang kesehatan, pemerintah mulai melaksanakan upaya penciptaan sistem jaminan sosial.
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Sementara melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), pemerintah telah memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat
tidak mampu dan kurang mampu. Namun masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti kualitas
layanan yang tidak merata tergantung pada jenis asuransi kesehatan yang dimiliki sebuah keluarga,
sehingga sebagian keluarga Indonesia enggan mendaftar menjadi peserta BPJS secara mandiri.

“Rata-rata anggota kelompok SPP sudah memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas yang
diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, namun ada juga yang belum
mengurisnya sama sekali karena tidak merasakannya. diperiukan. Lalu disisi lain ada juga anggota
kelompok yang memiliki asuransi kesehatan mandiri seperti BP[S, namun jumlabnya tidak seberapa
karena harus membayar setiap bulannya” (Interview, November 2023).

“Di antara anggota kelompok SPP  secara keselurubhan mempunyai jaminan  kesehatan berupa
Jambkesmas dan juga BPJS. dimana Jamkesmas diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin atau
tidak mampn, namun ada juga yang belum mengurusnya sama sekali karena merasa tidak perin.”
(Interview, November 2023).

“Rata-rata anggota Nagari Sungai Tunu Utara hanya memiliki kartu jaminan kesehatan yang
diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat miskin atan kurang mampn. Sedangkan untuk
BPJS, di Nagari hanya sedikit sekali anggota yang mempunyai jaminan kesebatan mandiri, bisa dibitung
dengan jari. Karena keterbatasan ekonomi dan juga tagiban yang harus dibayar setiap bulannya”
(Interview, November 2023) .

Kemudian penulis juga memperkuat data yang diperoleh dari UPK Kecamatan Ranah Pesisir
yaitu: anggota kelompok SPP sudah memiliki jaminan kesehatan sendiri, namun sebagian besar
anggota kelompok hanya memiliki jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk
masyarakat miskin atau tidak mampu. Hanya sedikit anggota yang memiliki jaminan kesehatan
mandiri (BPJS). Artinya, untuk jaminan kesehatan bagi anggota kelompok SPP sudah terpenuhi.

Diantara permasalahan yang penulis bahas, penulis menemukan hasil yang berkaitan dengan
variabel pertanyaan yaitu:

Perkembangan kelompok disampaikan oleh masing-masing pengurus bahwa SPP
memberikan jaminan untuk masa depan. Diantaranya adalah jaminan pendapatan keluarga
anggota. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi
kepada keluarga anggota yang ikut dalam kelompok. Kemudian mengenai tempat tinggal (rumah)
keluarga anggota kelompok, penulis menemukan bahwa: anggota kelompok berhasil memperbaiki
(merehabilitasi) rumah tersebut dengan lebih baik. Sebaliknya, ada pula anggota yang mampu
membangun rumah bagus secara bertahap. Artinya meskipun sebagian besar anggota hanya
mampu merehabilitasi tempat tinggalnya, namun berarti SPP berhasil memberikan pertumbuhan
keluarga dari segi Pengurus (tempat tinggal keluarga). SPP memberikan dampak yang baik bagi
anggotanya. Di antara ketiga kelompok tersebut, pendidikan anak-anak anggota kelompok
memberikan kepastian dari upaya yang dilakukan para anggotanya. Terlihat juga dari data yang
diperoleh bahwa anggota kelompok mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak
anggotanya. Anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.
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Ketahanan hukum dan integritas keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis,
dan ketahanan sosial budaya merupakan contoh komponen non fisik dan fisik dari pola
ketahanan keluarga. Dengan membina ketahanan keluarga maka pola ketahanan keluarga dapat
maksimal. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membangun
ketahanan non fisik dan membangun ketahanan fisik. Meningkatkan ketahanan fisik melalui
bantuan, bantuan permodalan, askeskin, dan raskin bagi keluarga kaya dan miskin.

Meningkatkan ketahanan non-fisik, misalnya dengan meningkatkan standar perumahan,
layanan kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan tentang bagaimana keluarga harus beroperasi
(Kholimin & Wijaya, 2020). Pola ketahanan keluarga yang mencakup ketahanan non fisik diikuti
dalam membangun ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang kuat dan sehat dapat menjamin
keluarga tetap bertahan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan dan hambatan.
Kemampuan suatu keluarga untuk menjamin kelangsungan hidupnya, mempertahankan
ketahanannya, dan mencapai kesejahteraan tercermin dari pola ketahanan keluarga. Kemampuan
suatu keluarga dalam mengelola sumber dayanya dan melewati rintangan dalam rangka memenuhi
kebutuhan fisik dan psikososialnya dikenal dengan istilah kesinambungan keluarga atau ketahanan
keluarga (Rukmana, 2021).

5. KESIMPULAN

Implikasi penerapan Tanggung Renteng pada kelompok simpan pinjam perempuan
memberikan jaminan bagi tumbuh kembang kelompok SPP untuk masa depan dan ketahanan
ekonomi keluarga. Diantaranya agar tempat tinggal anggota kelompok setelah menjadi anggota
kelompok SPP dapat memperbaiki (merehabilitasi) tempat tinggalnya dari yang sebelumnya tidak
mempunyai WC, tembok rumah papan, lantai semen, menjadi lebih baik. Jaminan pendapatan
keluarga anggota. Apabila pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan
perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut serta dalam kelompok dan dapat
meningkatkan pendapatan anggota dari hasil usaha yang dijalankan. Kemampuan membiayai
pendidikan anak anggota kelompok SPP sudah mampu membiayai pendidikan anak
melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan sebagian anggota kelompok sudah mampu membiayai
pendidikan anaknya sampai perguruan tinggi. Jaminan keuangan keluarga dari anggota SPP dalam
hal ini tabungan keluarga bahwa sebagian anggota kelompok SPP telah mempunyai tabungan di
bank. Kemudian jaminan kesehatan bagi seluruh anggota kelompok SPP pada umumnya sudah
ada jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, hanya sedikit
anggota yang memilikinya. asuransi kesehatan mandiri (BPJS).
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